PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Demak, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712
Telepon (0271) 495038, Laman kesbangpol.karanganyarkab.go.id
Pos-el kesbangpolkaranganyar@karanganyarkab.go.id

30 Desember 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Di
KARANGANYAR
SURAT PENGANTAR
NOMOR : 500.12.12/ .24/X11/2025
No Naskah Dinas/Barang yang Dikirim Jumlah Keterangan
1. | Laporan Layanan Infformasi  dan | 1 ( Satu) Bendel | Dikirim dengan
Dokumentasi (LLID) Publik hormat, untuk
menjadikan
periksa.
Diterima tanggal Pengirim,
Penerima, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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Laporan Tahunan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar

Tahun 2025

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karanganyar, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
500.12.12/046 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi, admin Pejabat Pengelola Informasi Publik
dan Pengelola Aspirasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Karanganyar.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara
kolegial, dimana telah dibentuk Tim Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan
permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi,
tugas pokok dan fungsi personil di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangnyar.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak
mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada
prinsipnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten
Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui
penyediaan informasi di website. Informasi mengenai profil dan
agenda kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Karangnyar senantiasa kami unggah di  situs  resmi,
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hitp://kesbangpol.karanganyarkab.go.id dengan harapan informasi

yang dibutuhkan masyarakat bisa segera diketahui.

b. Sarana dan Prasarana

. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kami menyediakan lobby depan yang memudahkan
masyarakat untuk meminta informasi. Sedangkan ruang khusus
untuk sekretariat PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangnyar sampai saat ini masih menjadi satu di
Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Karangnyar.

ll. Penyediaan Akses Informasi Publik

- Website : https://kesbangpol.karanganyarkab.go.id/
- Media Sosial :
1. Instagram : Kesbangpol_Karanganyar
2. Email : kesbangpolkaranganyar@gmail.com
3. Twitter : @kesbangpol_kra
4. Tik Tok : @bakesbangpolbakes
- Aduan Online
1. Sapamas.karanganyarkab.co.id
2. Laporgub.jatengprov.go.id
3. Lapor.go.id
Telepon/Fax : (0271) 495038 / (0271) 494835
c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar sebanyak 8
(Delapan orang) diantaranya adalah Kepala Bidang yang memiliki
akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Perencana ahli

muda yang membidangi kegiatan kesekretariatan.

. Anggaran dan Penggunaannya
Anggaran PPID di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Karangnyar untuk tahun 2025 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh
Juta Rupiah) untuk belanja tenaga ahli dan pemeliharaan website.
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Il. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk kegiatan yang di laksanakan pada Tahun 2025 antara lain :

1. Mengirimkan data PPID Pelaksana dan admin PPID dan
Pengelola Aspirasi ke PPID Utama awal Bulan Januari 2026,
guna Menyusun Data PPID Pembantu, Admin PPID dan
Pengelola Layanan Aspirasi Publik.

2. Pendampingan dan Monitoring PPID Pelaksana pada hari
Selasa, 9 September 2025 di Ruang SIC Diskominfo yang
dilaksanakan oleh Tim PPID Kabupaten Karanganyar.

3. Mengikuti Pembinaan dan Uji Konsekuensi terhadap Daftar
Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada hari Selasa, 29 April
2024 di Podang 1 Sekda Kabupaten Karanganyar.

4. Visitasi oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah pada
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Terkait Keterbukaan
Informasi Badan Publik 2024 pada Senin, 27 Oktober 2025 di
Ruang Podang | Setda Kabupaten Karanganyar

5. Penilaian Kelengkapan Informasi Publik Website PPID
Pelaksana yang dilaksanakan mulai Tanggal 17 s/d 28
November 2025.

lll. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID
Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten
Karanganyar dihimpun oleh pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana yang didapat dari Pejabat Penyedia Informasi.
Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik
dengan mengadakan rakor baik khusus maupun rakor rutin bulanan.
Biasanya dikirim oleh pejabat penyedia informasi dalam bentuk
softcopy.

Sedangkan untuk mengisi kegiatan harian pimpinan, dilakukan dengan
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cara mewajibkan setiap personil untuk mengupload kegiatan hariannya

di grup whatshap kantor.

IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

JUMLAH
TAHUN 2025

1 | Januari 21

2 | Februari 25

3 | Maret 3

4 | April 3

5 | Mei 4

6 | Juni 6

7 | Juli 5

8 | Agustus 10

9 | September 14

10 | Oktober 12

11 | November 8
12 | Desember 12

13 | Aduan -

TOTAL 123

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
masyarakat yang membutuhkan. Tentu tidak lepas dari kendala. Adapun
kendala selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang membutuhkan informasi, belum pernah ada yang
secara resmi mengajukan permohonan informasi dengan prosedur
yang baik dan benar.

Mereka biasanya datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk
menemui personil yang dikenal. Dan meminta informasi dan atau

document yang dibutuhkan tersebut ke personil yang mereka kenal.
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2. Belum semua pejabat memahami akan pentingnya penyediaan
informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam
kategori dikecualikan.

Informasi yang diminta masyarakat, diberikan begitu saja.

3. Permintaan informasi saat ini sebenarnya banyak, hanya karena tidak
melalui prosedur. Mendokumentasian belum bisa berjalan dengan baik.

4. Dirasa butuh personil khusus untuk menangani upload data dan
perbaikan data. Pun pengelola PPID ada admin pengelola aspirasi
publik. Agar kebutuhan informasi bisa terpenuhi. Terutama menjelang
tahun-tahun politik.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing — masing penyedia informasi menyiapkan Daftar Informasi
Publik (DIP tahun 2025) dan segera memperbaiki data jika ada
informasi baru.

2. Meminta kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar
menginformasikan untuk tidak memberikan informasi dan dokumentasi
kepada masyarakat diluar prosedur yang telah ditetapkan (harus sesuai
SOP).

3. Selalu dengan penyedia inormasi dan juga mitra kerja dalam perbaikan
informasi dan dokumentasi.

Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah
kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Karanganyar, diharapkan
masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pelaksana dapat
memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen
informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen
publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
sudah terlaksana walaupun belum bisa dikatakan sempurna. Namun
demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya

manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.
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Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan
pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Karanganyar.

Karanganyar, 30 Desember 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretaris Badan

Selaku PPID Pelaksana/
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Beberapa contoh halaman antarmuka website

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar

i A Profil ~ Berita Dan Informasi Informasi Publik Opendata

Terwujudnya Masyarakat yang Demokratis Dalam Menjalin Kesatuan dan Persatuan

BAKESBANGPOL Profil v Berita Dan Informasi PPID v Informasi Publik v Opendata Q

Portal Layanan

PPID

01 SAKIP

Open Data PPID Smart Sakip

G S

LAYANG
Profil Daerah Layang Mas SapaMas




Laporan Tahunan PPID 2025

LAMPIRAN FOTO

I. Pendampingan dan Monitoring PPID Pelaksana pada hari Selasa, 9
September 2025 di Ruang SIC Diskominfo yang dilaksanakan oleh Tim PPID
Kabupaten Karanganyar.
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i Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang
ari Selasa, 29 April 2024 di Podang 1 Sekda

Il. Mengikuti Pembinaan dan Uj
Dikecualikan (DIK) pada h

Kabupaten Karanganyar.
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